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Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak 
Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat  (Studi Putusan 
Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)” ini merupakan hasil 
penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 
pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dan 
tipu muslihat dalam putusan nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk dan bagaimana 
tinjauan hukum pidana islamterhadap tindak pidana pencabulan dengan kekerasan 
dan tipu muslihat dalam putusan nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan 
dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
deskriptif  analisis. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri 
Gresik nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk sebagai data primer dan data sekunder 
yang berupa peraturan perUndang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa 
karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencabulan yang kemudian 
dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif untuk 
memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. 
Penelitian ini memaparkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri 
Gresik dalam memutus sanksi bagi pelaku pencabulan yang dilakukan seorang 
pendidik kepada anak didiknya dengan kekerasan dan tipu muslihat sudah sesuai 
dengan ketentuan hukuman tâ’zir menurut hukum pidana Islam, dimana hukuman 
tâ’zirdiserahkan kepada ijtihad keputusan ulil amri yang dikuasakan kepada 
hakim dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 14 
(empat belas) karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar 
ketentuan pasal 81 ayat 3Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Namun  pertimbangan hakim pengadilan negeri Gresik dalam 
memutus perkara bagi pelaku pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat 
kurang sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, seperti halnya pasal 
yang digunakan adalah pasal mengenai pencabulan sesuai dengan fakta-fakta 
dipersidangan namun hakim memutus perkara tersebut dengan pasal 
persetubuhan. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada 
hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas legalitas 
dengan yang bertujuan untuk di perolehnya suatu keadilan agar tidak merumuskan 
suatu perkara yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkannya seperti 
rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege 
certa/lex certa) dan ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan 
analogi (nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta. 
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A. Latar Belakang 
Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang 
harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam 
masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk 
kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. 
Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam 
pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia”.1 
Untuk melindungi generasi penerus bangsa tersebut indonesia 
membuat Undang-undang secara khusus yang mengatur tentang anak baik 
anak berhadapan dengan hukum maupun anak yang dihadapkan dengan 
hukum seperti yang terdapat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak.  
Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang anak yang di 
hadapkan dengan hukum dimana seorang anak menjadi korban dalam suatu 
                                                             
1
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV 

































kejahatan tersebut. Kejahatan yang tercantum dalam suatu pasal yang terdapat 
dalam Undang-undang perlindungan anak yakni tentang pencabulan.  
Pencabulan berasal dari satu kata dasarcabul/cabul/i menurut KBBI 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang memiliki arti keji dan kotor, tidak 
senonoh (melanggar kesopanan,
2
 kesusilaan). Menurut Undang-undang kata 
pencabulan atau cabul terdapat dalam pasal 289 KUHP (Kitab Undang-
undang Hukum Pidana)  yang dalam penjelasannya sebagai berikut, cabul 
adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau 
perbuatan yang keji, semua itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, 




Perbuatan pencabulan pada anak dibawah umur merupakan suatu 
kejahatan yang terdapat dalam ranah spesialis. Setiap kejahatan atau 
pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan 
kejahatan, akan tetapi dalam kasus kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut 
korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut 
Tidak akan ada suatu wilayah tanpa kejahatan di dalamnya. Jadi, 
seluruh dunia ini tanpa terkecuali pasti ada suatu kejahatan/pelanggaran, baik 
pelanggaran yang ringan maupun pelanggaan yang berat. Seperti juga 
pencabulan yang termasuk perbuata n pidana namun dalam ranah spesialis, 
dimana perbuatan pidana yang berisi dua pokok yaitu norma dan sanksi. 
                                                             
2Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 184. 
3R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-
Komentarnya,(Bogor:POLITEIA,1991), 212. 

































Dimana norma dan sanksi berfungi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh 
setiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat, hubungan hukum yang 
harus dititikberatkan pada kepentingan umum. kepentingan umum yang 
dimasudkan adalah pengaturan indiviu dengan masyarakat, sehingga 
peristiwa peristiwa yang terjadi tidaklah semata mata bergantung pada 
kehendak individu atau pihak yang dirugikan.
4
 
Dalam hal tindak pidana pencabulan terkadang tidak hanya disertai 
dengan satu perbuatan saja akan tetapi dalam beberapa kasus sering ditemui 
adanya tindak pidana lain yang menyertai tindak pidana utama tersebut. 
Melakukan  kejahatan satu disertai kejahatan lainnya diatur di  dalam pasal 65 
ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi: 
“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan 
hanya satu pidana” 
Dalam tindak pidana pencabulan  bisa menggunakan beberapa pasal 
dari Undang-undang yang berbeda yaitu pada pasal 289 Kitab Undang 
Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama 
sembilan tahun, yang bunyi pasalnya; 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
                                                             
4Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia,(Bandung: CV Pustaka Setia,2000),45. 

































diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan 
kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.” 
Serta pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang bunyi pasalnya:  
Ayat 1: (Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah 
Ayat 2: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 




Akan tetapi pada kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang 
tindak pidana khusus pencabulan yang terdapat pada pasal 82 Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena pada Undang-undang tersebut 
menggunakan lex spesialis yang mana korban dalam tindak pidana tersebut 
adalah seorang anak dibawah umur yang ketentuannya sudah diatur dalam 
Undang-undang tersebut.  
 
Pasal 82 
Ayat 1: (Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah 
Ayat 2: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 
                                                             
5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

































tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Pasal 76E:  
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 
Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” 
 
Tindak pidana pencabulan yang dilakukan dengan kekerasan di sertai 
tipu muslihat bahkan dengan bujukan yang dilakukan oleh seorang pedidik 
kepada anak dibawah umur yang mana korban adalah murid ajarnya. Pada 
kasus pencabulan inipasal yang sesuai adalah pada pasal 82 ayat 2 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat 1 Kitab 
Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana itu bisa dikatakann suatu 
pencabulan apabila memenuhi unsur-unsur 
Dalam hukum pidana Islam pencabulan itu sendiri memang tidak 
ditemukan bagaimana dasar hukum baik dalam nash al-Qur’an maupun al-
hadis akan tetapi beberapa dalil menunjukkan bahwa adanya larangan  
tentang jarimah yang hampir mendekati jarimah pencabulan. Sedangkan 
jarimah itu sendiri memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
syara’ dan ditentukan hukumnya oleh Allah, baik dalam sanksi-sanksi yang 
sudah jelas ketentuannya. (Hudud) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas 
ketentuannya akan tetapi ditentukan oleh penguasa (ta’zir)6 Jarimah berasal 
dari bahasa Arab ةميرج yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. 
                                                             
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah. 

































Dan pencabulan itu sendiri sudah jelas bahwa pencabulan adalah perbuatan 
tersebut dilarang bahkan diharamkan. Seperti dalam firman Allah SWT. 
Surah al-Isra ayat 32:  
 ًلِيبَس َءاَسَو ًةَشِحاَف َناَك ُهَِّنإ ۖ اَن ِّزلا اوُبَرْقَت َلََو 
Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
7
 
Islam melarang kita untuk mendekati perbuatan zina, dan cabul adalah 
salah satu perbuatan yang mendekati zina karena latar belakang perbuatannya 
sama-sama berasal dari hawa nafsu. Cabul merupakan kejahatan asusila yang 
melanggar tata norma agama dan sosial. Karena termasuk kejahatan atau 
jarimah, maka perbuatan cabul dapat dihukum atau dikenai sanksi. 
Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk pelaku jarimah 
pencabulan tidak diterangkan secara pasti, oleh al-Qur’an dan hadis hanya 
menerangkan mengenai jarimah zina yang hukumannya termasuk dalam 
hukuman hudud. Hukuman jarimah pencabulan dan jarimah zina jelas 
berbeda, meskipun jarimah pencabulan dan jarimah zina jarimah yang berasal 
dari nafsu birahi kelamin, akan tetapi ketika zina yang dimaksud adalah 
memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sedangkan 
jarimah pencabulan tidak hanya bertemunya alat kelamin wanita dan alat 
kelamin pria namun juga ada unsur lain didalamnya seperti, cium-ciuman, 
meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada serta memasukkan 
anggota kelamin pria kedalam mulut wanita, memasukkanya penis dalam 
                                                             
7 M.Said, Tarjamah Al-Quran Al-Karim, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1987), 309. 

































kedua paha, atau sentuhan-sentuhan diluar farji, berpelukan. Yang sebagian 
hal tersebut merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina adalah maksiat 
yang harus dikenai hukuman takzir ataupun hudud. Dan untuk menentukan 
jenis dan ukuran sanksi takzir atas jarimah pencabulan ini menjadi wewenang 
hakim atau penguasa setempat.
8
 
Begitu juga menurut Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili tidak ada literasi 
dari beliau yang menjelaskan bagaimana jarimah persetubuhan atau jarimah 
pencabulan itu dibedakan, namun beliau menuliskan dua hukum yang 
berbeda mengenai jarimah zina, yakni “Coitus atau persetubuhan atau biasa 
disebut dengan penetrasi anggota kelamin laki-laki kepada anggota kelamin 
perempuan yang seperti itu harus di hukumi hadd”.9Dalam halaman yang lain 
dibuku yang sama, Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan “jika hanya 
bermain-main diantara kedua paha atau bercumbu rayu saja tidak ada 
hukuman hadd didalamnya, namun bukan berarti tidak ada hukuman baginya, 
hukuman penguasa atau ta’zir adalahsebagai pengganti hadd” 
Ketertarikan penulis untuk meneliti permasalahan dalam skripsi ini 
karena menurut penulis permasalah ini bukan merupakan masalah pencabulan 
anak pada umumnya, melainkan pencabulan yang dilakukan oleh seorang 
guru Samsul Huda S.Pdi (44 thun) kepada beberapa anak didiknya seperti, 
anak Mega Putri Aulia berumur (11 tahun) sedangkan seperti Devi Anggraeni 
Putri masuk dalam dakwaan lain, yang mana dalam perkara ini anak Devi 
Anggraeni Putri bertindak sebagai saksi. Dalam perkara pencabulan yang 
                                                             
8 M.Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Amzah, 2006), 93. 
9Wahbah Az-Zuhaili,Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 7, (Depok: Gema Insani, 2011), 303. 

































dilakukan oleh seorang guru, kepala sekolah sekaligus ketua Yayasan Al-
Asy’riyah Al Huda Sembung Samsul Huda S.Pdi (44 tahun) kepada anak 
Mega Putri Aulia (11 tahun) yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran 
No.400/P/2003. Pencabulan tersebut dilakukan berulang-ulang hingga kurang 
lebih sekitar 20 kali yang dilakukan dirumah terdakwa maupun disekolah 
tempat terdakwa mengajar sekaligus tempat korban belajar mulai dari 11 
Agustus 2013-16 juni 2014 yang dibuktikan oleh Visum et Repertum No. 
353/1305/437.76/2016, seperti yang dijelaskan dalam pasal 82 ayat 2 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Alasan yang mendasari penulis meneliti permasalahan ini karena 
majelis hakim memutus terdakwa dengan hanya mempertimbangkan adanya 
pasal pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda 100 juta rupiah atau 
subsideir 6 bulan kurungan, sedanngkan hakim tidak mempertimbangkan 
pasal yang ada dibawahnya dalam Undang-undang yang sama yakni pasal 82 
ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 
65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam 
hukum pidana terdapat asas legalitasyang tercantum pada Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 1 ayat 1 yang berisi: 

































“Tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukum tanpa peraturan yang 
mendahuluinya.”  
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang 
yang dilakukan oleh seorang pendidik dengan unsur-unsur yang sesuai 
dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dengan judul skripsi 
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan 
Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk). 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Dari paparan latar belakang diatas maka pokok yang akan dikaji 
dalam pembahasan ini adalah:  
1. Deskripsi perkara tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan 
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk.  
2. Tindak pidana pencabulan berdasarkan pasal 82 ayat 2 Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
3. Tindak pidana persetubuhan berdasarkan pasal 81 ayat 3 Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
4. Tindak pidana pembarengan berdasarkan pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) 

































5. Tindak pidana pencabulan berdasarkan hukum pidana islam  
Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah 
1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk 
2. Tinjauan hukum pidana islam menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab 
Fiqih Islam Wa Adillatuhu terhadap putusan Nomor 
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk tentang tindak pidana pencabulan dalam pasal 82 
ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
 
C. Rumusan Masalah  
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang daritujuan 
awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah : 
1. Bagaimana Pertimbangan HukumHakim terhadap Tindak 
PidanaPencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat dalamperkara 
Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana 
pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat dalam Putusan Nomor 
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk? 
 
D. Kajian Pustaka  

































Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang suatu penelitian 
terdahulu atau sebuah penelitian yang sudah ada tentang seputar masalah 
yang akan diteliti sehingga akan ada perbedaan perbedaan antara penelitian 
ini dan penelitian yang lainya dan bahwa kajian ini tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. 
Berkaitan dengan tema yang diantaranya ialah: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Faishol Ghanis, 2017, yang berjudul “ 
Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak 
Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor : 
86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm)“10 yang inti dari isinya terdakwa terbukti secara 
sah dan meyakinkan melanggar pasal 281 Ke-2 KUHP. Hakim 
memutuskan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama satu 
tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. Putusan tersebut 
sesuai dalam hal hukuman takzir sebagai hukuman pokoknya dimana 
jumlah hukumannya berdasarkan kewenangan hakim. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Musahab, 2013. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap 
Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP 
dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002
11” yang memuat tentang bagaimana 
fiqh jinayah memandang pelaku cabul berdasarkan pasal 294 KUHP dan 
pasal 82 UU No. 23 tahun 2002.  
                                                             
10 Dimas Faishol Ghanis, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku 
TindakPidanaPencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan 
Nomor:86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm), (Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017). 
11 Musahab, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur 
Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002, (Skripsi---UIN Sunan Ampel 
Surabaya, Surabaya, 2013). 

































3. Skripsi yang ditulis oleh Azalia Purbayanti Sabana Jurusan Hukum Pidana 
Islam, 2018. Dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi 
Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur yang Berkebutuhan 
Khusus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 
512/Pid.B/2014/PN.Sda)” 12 karyanya ditulis memuat kasus pencabulan 
anak dibawaah umur yang berkebutuhan khusus dimana ketidak sepakatan 
penulis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan terdakwa dengan pasal 
290 KUHP ssedangkan ada pasal yang lebih lex spesialis dalam 
pencabulan anak dibawah umur yang berkebutuhan khusus. 
Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin 
menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan 
pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus dari pembahasan 
skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam 
memberikan sanksi tindak pidana persetubuhan sedangkan yang seharusnya 
pasal yang dijatuhkan oleh hakim adalah pasal mengenai pencabulan karena 
pencabulanlah yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam 
persidangan. Pencabulan dilakukan oleh terdakwa kepada anak di bawah 
umur dengan adanya kekerasan disertai tipu muslihat dalam setiap perlakuan 
terdakwa kepada anak didiknya, dalam Putusan Nomor: 
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk. Dalam putusan tersebut, Penulis mengkaji tentang 
dasar pertimbangan hukum hakim yang lebih memilih menerapkan pasal 81 
                                                             
12 Azalia Purbayanti Sabana, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana 
Pencabulan Anak di bawah Umur yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda),(Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 
2013). 

































ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibanding 
menerapkan asas nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa serta 
asas nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta dalam pasal 82 ayat 2 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat 1 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  
Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi 
terdahulu yaitu skripsi ini membahas mengenai pencabulan terhadap anak 
dengan kekerasan disertai tipu muslihat yang sesuai dengan fakta-fakta dalam 
persidangan yang dilakukan kepada seorang guru kepada beberapa anak 
didiknya. pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan 
letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas 
mengenai kasus tindak pidana pencabulan, selain itu dalam skripsi ini juga 
mendalami prespektif Wahbah Az- Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul 
Fiqih Islam Wa Adillatuhu pada jarimah yang dilakukan dalam perkara 
nomor:23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk. 
 
E. Tujuan Penelitian  
Setiap penelitian ilmiah tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. 
Oleh karena itu penulis merumuskan tujuan skripsi sebagai berikut: 

































1. Untuk mengetahui hukum hakim terhadap putusan nomor: 
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk tentang pencabulan anak dibawah umur dengan 
kekeraan dan disertai tipu muslihat. 
2. Untuk mengetahui tindak pidana pencabulan dengan kekeraan dan disertai 
tipu muslihat terhadap Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk dalam 
hukum pidana islam.  
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 
yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Aspek Keilmuan (Teoritis) 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan 
mengenai putusan hakim khususnya yang membahas tentang tindak pidana 
dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain. 
2. Aspek Terapan (Praktis) 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan refrensi 
yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegak 
hukum demi terciptanya suasana yang menjamin kepastian hukum. 
Dengan demikian akan tercipta hukum yang berasaskan keadilan. 
 
G. Definisi Operasional  

































Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi 
ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini 
maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul 
tersebut. 
Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Pidana Islam 
Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)”. 
Dengan harapan supaya tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami 
judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul 
tersebut sebagai berikut:  
1. Tindak Pidana  
Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas hukum 
pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum 
pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak 
pidana.
13
 Moeljatno berpendapat bahwa pengertian perbuatan/tindak 
pidana adalah perbuatan yang dilarang mana disertai ancaman (saksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar laranngan 
tersebut. 
2. Sanksi  
Pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum 
                                                             
13
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asasHukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama,2008), 58. 

































Pidana, pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. 
3. Pencabulan 
Menurut Undang-undang kata pencabulan atau cabul terdapat 
dalam pasal 289 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)  yang 
dalam penjelasannya sebagai berikut, cabul adalah segala perbuatan yang 
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu 
masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, 




Persetubuhan yang mengharuskan dihukumi hadd adalah apabila 
khasyfa laki-laki di penitrasikan kedalam lubang kemaluan perempuan. 
Sehingga jika penitrasi tersebut tidak sampai pada batas ini, seperti apabila 
hanya bermain-main diantara kedua paha, atau bercumbu rayu saja tidak 
ada hukuman hadd didalamnya melainkan hanya ta’zir yang berlaku.15 
4. Persetubuhan 
Menurut Undang-undang kata persetubuhan terdapat dalam pasal 
284 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)  yang dalam 
penjelasannya sebagai berikut, persetubuhan adalah peraduan antara alat  
kelamin laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri yang biasa 
                                                             
14R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-
Komentarnya,(Bogor:POLITEIA,1991), 212. 
15
Wahbah Az-Zuhaili,Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 7, (Depok: Gema Insani, 2011), 303. 

































dijalankan untuk mendapatkan anak hingga keluar air maninya (harus 
masuk terlebih dahulu antara alat kelamin laki-laki dan perempuan baru 
bisa disebut dengan persetubuhan).
16
 
5. Kekerasan  
Menurut Undang-undang kata kekerasan terdapat dalam pasal 89 
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)  yang dalam penjelasannya 
sebagai berikut, kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani agar membuat lawan pingsan atau tidak berdaya.
17
 
6. Tipu Muslihat 
Menurut Undang-undang kata tipu muslihat terdapat dalam pasal  
KUHP 378  (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Tipu muslihat yang 
berasal dari kata tipu atau bohong yaitu membujuk orang lain dengan 




H. Metode Penelitian 
Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah 
sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah 
tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya 
dicarikan cara pemecahannya.
19
 Metode dalam penulisan skripsi ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Data yang dikumpulkan  




19Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press,1991), 24. 

































a. Data tantang Putusan Pengadilan Negeri No: 
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsktentang tindak pidana pencabulan dengan 
kekerasan disertai tipu muslihat. 
b. Ketentuan tentang tindak pidana Pencabulan dengan kekerasan disertai 
tipu muslihat  menurut hukum pidana islam. 
2. Sumber Data Penelitian 
a. Data Primer 
Data Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas. Bahan data primer terdiri dari perUndang-
undangan, catatan resmi dalam pembuatan perUndang-undangan dan 
putusan-putusan hakim.20Data yang diperoleh secara langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan. 
Sebagai data primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku 
tindak pidana dengan kekerasan melakukan pencabulan disertai dengan 
tipu muslihat. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu bahan data yang berupa semua publikasi 
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi 
seperti kitab karya Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu. 
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 
hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.  
                                                             
20Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 141.  

































3. Teknik Pengumpulan Data  
 Jenis penelitian ini merupakan Library Reseaerch atau studi 
kepustakaan dengan metode kualitatif . Dan Penelitian ini merupakan 
penelitian yang memusatkan pada obyek arsip. Oleh sebab itu dalam 
proses pengumpulan data hanya akan menggunakan satu teknik 
pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah 
mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, 
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan 
sebagainya.21 
4. Teknik pengolahan data 
Penulis akan mediskripsikan semua data yang diperoleh dengan 
tahapan sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu proses meneliti atau memeriksa kembali data yang telah 
dikumpulkan terutama pada kebenaran data, kejelasan makna, 
kesesuain dan keterkaitan antara yang satu dan yang lain. 
b. Organizing , yaitu menyusun dan mengatur data yang telah diperoleh 
dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan, 
c. Analyzing, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh dan 
dideskripsikan lalu ditarik kesimpulan.
22
 
5. Teknik analisis data 
 Analisis data mengunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan 
sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Dengan 
                                                             
21
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (SuatuPendekatanPraktek), (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta,1998), 234. 
22 Arif Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan (Yogyakarta:Pustaka pelajar.2007), 471. 

































mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya adalah 
mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar standar 
dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan, untuk menggambarkan 
fenomena atau keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan Putusan Pengadilan 
Negeri Gresik Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk. Data tersebut dinilai dan 
di uji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan PerUndang-
undangan hukum pidana dan KUHAP yang berlaku dimasa sekarang serta 
pendapat dari salah satu tokoh yakni Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya 
yang berjudul Fiqih Islam Wa Adillatuhu. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
 Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi 
terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, 
dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa 
sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai 
pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua adalah berisi tentanglandasan teori yang akan memaparkan 
tentang tinjauan umum pencabulan dalam hukum pidana positif dan hukum 
pidana Islam menurut salah satu tokoh yakni Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab 

































karyanya fiqih islam wa adillatuhu. Dalam bab ini berisi tentang pengertian 
dan landasan hukum terkait pencabulan. 
Bab ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data 
pertimbangan dasar hukum hakim. Data diperoleh dari proses meneliti data-
data dari Pengadilan Negeri Gresik mengenai putusan pengadilan negeri 
Gresik Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk tentang pencabulan anak dibawah 
umur yang dilakukan seorang pendidik kepada anak didiknya dengan 
kekerasan disertai tipu muslihat. 
Bab keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islamdan 
hukum  pidana Indonesia terhadap pencabulan anak dibawah umur yang 
dilakukan oleh seorang pendidik kepada anak didiknya dengan kekerasan dan 
tipu muslihat yang terdapat didalam putusan Nomor:  
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk. 
Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang 
merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab 
sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna 
untuk kemajuan Ilmu hukum khusus nya HukumPidana Islam. 
 

































KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAPTINDAK PIDANA 
PENCABULAN DENGAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT  
 
A. Konsep Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu 
Muslihat 
Dalam kamus-kmaus hukum menyebutkan kata pencabulan adalah 
suatu perbuatan yang tidak senonoh yang bermakna proses, cara, yang 
menyangkut nafsu birahi kelamin yang bersifat tercela.
1
 Sedangkan dalam 
penjelasan pasal 289 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang 
berbunyi “cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 
(kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu masuk dalam lingkungan 
nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota 
kemaluan, meraba-raba buah dada, persetubuhan dsb”.2 Sedangkan menurut 
Simon, yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang “ontuchtigehandelingen atau 
cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, 
yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan 
dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk 
kesusilaan”.3 
                                                             
1 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta:RINEKA  CIPTA,1992). 64. 
2R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, 
(Bogor:POLITEIA,1991), 212. 
3 P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 1997), 159. 

































Tindak pidana pencabulan itu sendiri di Indonesia diatur dalam 
beberapa Undang-undang baik itu yang generalis maupun yang spesialis, 
seperti yang generalis terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
dan yang spesialis itu sendiri terdapat dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Pencabulan juga terkadang dilakukan 
dengan disertai perbuatan-perbuatan pidana lainnya  seperti yang diatur dalam 
pasal 65 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang bunyinya: 
“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 
diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu 
pidana”. 
Dalam tindak pidana pencabulan yang digunakan adalah pasal pasal 
82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, dengan ancaman pidana paling lama lima belas tahun, yang  bunyi 
pasalnya: 
Ayat 1: (Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah 
Ayat 2: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4
 
                                                             
4Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 


































Seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana apabila 
perbuatannya sudah memenuhi unsur unsur yang sudah ditentukan oleh pasal 
yang mengaturnya. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dan dilakukan oleh orang tua, 
wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Pada kasus 
pencabulan pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dimana bisa dikatakan itu merupakan suatu pencabulan 
apabila memenuhi unsur unsur:
5
 
1) Unsur subyektif:dengan sengaja 
2) Unsur Obyektif: 
a. Setiap Orang  
b. Dilarang Melakukan 
c. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 
d. Memaksa  
e. Melakukan Tipu Muslihat  
f. Melakukn Serangkaian Kebohongan 
g. Membujuk  
h. Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga 
kependidikan  
                                                             
5Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 301. 

































Bahwa telah disebut dengan melakukan sesuatu perbuatan dengan 
sengaja itu orang tidak perlu hanya menghendaki, mempunyai maksud atau 
mengetahui saja melainkan juga jika
6
.  
1) Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan pasti akan 
menimbulkan akibat yang tidak dikehedaki oleh undang undang, 
walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat 
tertentu. 
2) Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukakan itu mungkin dapat 
menimbulkan akibat yang tidak dikehedaki oleh undang undang, 
walaupun ia tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat tersebut akan 
timbul. Menurut Prof, tidaklah perlu bahwa merugikan orang lain itu 
harus merupakan tujuan dari apa yang dilakukan oleh pelaku. Dengan 
menunjuk pada bunyinya Arrest Hoge Raad tanggal 21 Mei 1900, yang 
bunyinya: 
Bij de wetenschap, dat de handeling de schande noodzakelijk o 
met zeer grote waarschijnlijkheid moest voortvloien, is het 
verieste opzet aanwezing. 
Yang artinya: Kesengajaan itu harus dianggap terbukti, jika 
pelaku mengetahui baha perbuatanya itu dapat menimbulkan 
kerugian ataupun dapat menduga bahwa kemungkinan besar 
perbuatanya dapat menimbulkan kerugian.  
 
Pasal pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menjelaskan semua unsur unsur dan juga ancaman pidana 
maksimal yang akan diberikan.  
                                                             
6 Ibid. 305 


































B. Konsep Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan 
dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat 
Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinahan, 
menuduh orang yang berbuat baik berzina, meminum minuman 
memabukkan, membunuh atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta 




Hukum pidana Islam sering disebut dalam  fikih dengan  istilah 
jinayah atau jarimah. Secara etiomologi jana berarti berbuat dosa atau salah, 
sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau  perbuatan salah
8
.  
Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah 
pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqoha sering menggunakan kata 
jarimah atau jinayah
9
. Istilah jarimah mempunyai kandungan arti yang sama 
dengan istilah jinayah, baik dalam segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari 
segi bahasa jarimah  merupakan kata jadian dengan asal kata jaramah yang 
artinya berbuat salah, sehingga jarimah memiliki arti berbuat salah. Jadi, 
jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat 
menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. 
Sedangkan jarimah berarti larangan larangan  syarak yang apabila 
dikerjakan diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman had atau takzir. Dalam 
hal ini kata jarimahpun mencakup perbuatan atau tidak berbuat, mengerjakan 
                                                             
7 Zainuddin, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 9. 
8Louwis Ma’luf, Al-Munjid (Beirut: Da@r Al-Fikr,1954), 88. 
9Ahmad Hanafi,  Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 2. 

































atau meninggalkan, aktif maupun pasif . oleh karena itu, perbuatan jarimah 
bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas jelas dilarang oleh peraturan, 
tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan 
perbuatan yang menurut peraturan yang harus dikerjakan. 
Dalam bahasa arab, pencabulan disebut juga dengan ُُُفُفف yang berarti 
perbuatan yang keluar dari jalan haq serta kesalihan yang mengarah pada 




Menurut ajaran Islam, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan 
oleh orang laki – laki dan orang perempuan yang tidak terikat dalam 
perkawinan yang sah, hubungan seksual dilakukan dengan cara memasukkan 
alat kelamin laki – laki ke dalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan 
(syubhat) untuk mencari kenikmatan tertentu.
11
 
Dalam hukum pidana islam tidak mengenal istilah pencabulan, yang 
dikenal adalah zina. Zina dan pencabulan adalah jarimah yang berbeda, 
namun cabul termasuk perbuatan maksiat yang mengarah kepada zina. 
Perbedaannya terletak pada unsur perbuatannya. Unsur zina adalah  
a. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu 
seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang 
sah). 
                                                             
10 Neng Djubaedah, Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam,(Jakarta Timur:Penada 
Media,2003),hal. 145. 
11Ibid..69. 

































b. Masuknya  alat  kelamin  laki-laki  ke  dalam  alat  kelamin  
perempuan(seperti anak timba masuk kedalam sumur). 
 
Sedangkan pencabulan adalah perbuatan maksiat yang mengarah 
kepada zina. Jadi, pencabulan bukan merupakan jarimah zina karena unsur 
perbuatannya tidak sampai pada hubungan kelamin melainkan hanya kontak 
tubuh saja. Jadi, untuk dapat membedakan perbuatan yang termasuk dalam 
ranah zina atau ranah pencabulan dapat dikualifikasikan sebagai berikut  
a. Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma 
kesusilaan 
b. Pencabulan ditandai dengan adanya kontak fisik atau tubuh 
antara pencabul dan tercabul yang berhubungan dengan 
kelamin atau syahwat 
c. Pencabulan hanya sebatas kontak fisik, tidak menjurus kepada 
masuknya kelamin. 
Jenis-jenis pencabulan ada beberapa macam, yaitu  sebagai berikut : 
a. Exhibitionism seksual, yaitu sengaja memamerkan alat 
kelamin. 
b. Voyeurism, yaitu memaksa menciun dengan bernafsu. 
c. Fonding, yaitu mengelus atau meraba alat kelamin. 




                                                             
12
Ibid, 264 

































 Dalam hukum pidana islam sendiri banyak para ulama’ maupun para 
cendikiawan yang ahli dalam hukum pidana islam diataranya seperti Prof. 
DR. Wahbah Az-Zuhaili berikut adalah pemikiran Wahbah Az-Zuhaili 
mengenai pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat.  
Zina menurut istilah bahasa dan syara’ mempunyai pengertian yang 
sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan 
perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan 
yang subhat kepemilikannya.  Caitus atau persetubuhan, sebuah tindakan 
yang sudah dikenal sebagai penitrasi batang kemaluan laki-laki kedalam 
lubang kemaluan perempuan  sekedar ukuran khasyafa (kepala penis). 
Persetubuhan yang mengharuskan dihukumi hadd adalah apabila khasyfa 
laki-laki di penitrasikan kedalam lubang kemaluan perempuan. Sehingga jika 
penitrasi tersebut tidak sampai pada batas ini, seperti apabila hanya bermain-
main diantara kedua paha, atau bercumbu rayu saja tidak ada hukuman hadd 
didalamnya melainkan hanya ta’zir yang berlaku.Wahbah Al-Zuhaili dalam 
kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-
hukuman yang secara syara’ tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat 
Islam menyerahkannyakepada penguasa negara untuk menentukan sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya 
Persetubuhan yang dilakuakn oleh orang mukallaf (orang yang sudah 
baligh dan berakal). Adapun persetubuhan yang dilakukan orang yang  tidak 
mukallaf seperti anak kecil atau orang gila, maka tidak dianggap sebagai zina 

































yang mengharuskan hukuman hadd. Sebab perbuatan anak kecil atau orang 
gila tidak bisa dikatakan haram dan terlarang.  
Pelaku persetubuhan haruslah orang yang dalam keadaan mukhtar ( atas 
kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa). Baik laki-laki yang menyetubuhi 
maupun perempuan yang disetubuhi. Oleh karena sebab itu orang yang dipaksa 
berzina atau melakukan nya dengan kekerasan tidak berhak dikenai hukuman had. 
Tindakan mempergunakan hak dalam syariat islam seperti  kerelaan korban 
yang hal tersebut bisa menggugurkan hukuman qishah karena berarti didalamnya 
terkandung unsur subhat, juga seperti seseorang melakukan kejahatan karena dipaksa 
hal tersebut tidak bisa dikenakannya hukuman. Dalam suatu riwayat diceritakan “ 
seorang wanita dalam keadaan kehausan kemudian dia berpapasan dengan seorang 
pengmbala dan meminta air kepada penggembala tersebut, akan tetapi penggembala 
tersebut enggan memberikan air minum kecuali dengan syarat perempuan tersebut 
menyerahkan kehormatannya kepadanya mendengarkan permintaan tersebut si 
perempuan pun akhirnya menyanggupinya denga terpaksa” menurut para ulama’ 
kejadian dalam cerita tersebut tidaklah dapat dihukumi hadd bagi si perempuan 
karena tidak ada qishas bagi orang yang melakukan pembunuhan karena dipaksa, 
begitu juga bagi perempuan yang dipaksa melakukan perzinaan, ia tidak boleh 
dirajam. 
Adapun syarat-syarat dalam hukumman hadd zina adalah  
1) Pelaku adalah orang baligh 
2) Pelaku adalah orang berakal 
3) Pelaku adalah orang muslim 
4) Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri, tidak dalam 
keadaan dipaksa  

































5) Perzinaan yang dilakukan adalah dengan manusia 
6) Perempuan yang dizinai haruslah memang sudah bisa dizinai 
7) Perzinaan yang dilakukan tanpa adanya unsur syubhat di dalamnya  
8) Pelaku mengetahui keharaman hukum berzina 
9) perempuan yang dizinain tidak boleh perempuan harbi 
10) Perempuan yang dizinai adalah perempuan yang hidup13  
 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jarimah takzir ini 
adalah jarimah yang ketentuannya tidak diatur dalam al-quran dan hadis, 
melainkan diatur oleh pemerintah atau hakim. Jarimah takzir ini memiliki 
suatu ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan jarimah lainnya. Ciri-ciri yang 
mutlak terdapat pada jarimah takzir adalah sebagai berikut
14
  
1) Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada 
jarimah hudud dan qisas diyat. Artinya, setiap jarimah takzir 
tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumnya 
tidak ada, samar, atau diperdebatkan. 
2) Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain, artinya 
disesalkan. 
3) Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim. 
4) Jenis sanksinya bervariasi. 
 
                                                             
13
 Wahbah Az-Zuhaili,Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 7, (Depok: Gema Insani, 2011), 314. 
14
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan 
Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia,2013),313. 


































Berdasarkan hak yang dilanggar, jarimah takzir dibedakan menjadi 
dua macam, yaitu 
15
 
1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah Swt yaitu semua 
perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan 
umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan 
bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain. 
2. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu yaitu setiap 
perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. 
Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, 
pemukulan, dan lain-lain. 
Berdasarkan ketetapannya, Jarimah takzir dibagi menjadi dua macam, yaitu  
1) Jarimah takzir yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan jarimah 
demi kepentingan kemaslahatan. 
2) Jarimah takzir yang ditentukan syara, yaitu yang telah dianggap jarimah 
semenjak diturunkannya syariat Islam hingga akhir zaman. 
 
Kedua jenis jarimah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. 
Persamaannya adalah jarimah takzir penguasa maupun takzir syara sanksi 
hukumannya ditentukan oleh penguasa. Perbedaannya jarimah takzir 
penguasa bersifat temporer dan insidential, sedangkan jarimah takzir syara 
bersifat abadi. Disamping itu, takzir sebagai hukuman dijatuhkan oleh hakim 
                                                             
15 Wabah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 6, (Damaskus: Dar Al-Fikr,1989), 197. 

































kepada pelaku dapat bermacam-macam sanksinya tergantung pertimbangan 
hakim. Oleh karena itu, jarimah takzir ini dikenal istilah hukuman terendah 
dan tertinggi. Macam-macam hukuman takzir sangat bervariasi, diantaranya 
adalah sebagai berikut  
1) Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman takzir 
bagi pelaku jarimah, misalnya koruptor dihukum gantung. 
2) Hukuman penjara, hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai 
takzir. Menurut hukum pidana islam, hukuman penjara bukan 
hukuman utama, melainkan hukuman pilihan bagi perbuatan 
yang tidak diancam dengan hudud atau qisas. Biasanya 
perbuatan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah ringan, 
walaupun dalam praktiknya dapat juga dikenakan pada 
perbuatan yang dinilai berat. Hal ini karena hukuman 
diserahkan kepada kekuasaan hakim dengan menimbang 
kemaslahatan. 
3) Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya. 
4) Hukuman pengasingan. 
5) Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan 
kejahatannya di media 
6) Hukuman denda berupa harta. 
7) Hukuman kaffarah, karena pelaku berbuat maksiat.misalnya 
berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir 
miskin, dan lain-lainnya.   

































Prinsip penjatuhan takzir menjadi wewenang penuh ulil amri baik 
bentuk maupun jenisnya. Tujuannya untuk menghilangkan sifat-sifat 
menganggu ketertiban atau kepentigan umum yang ujungnya bermuara pada 
kemaslahatan umum.  
Dalam suatu kaidah menjelaskan Dibalik berbagai macam sanksi 
takzir tersebut terdapat suatu tujuan. Sebenarnya sanksi takzir tidak bertujuan 
untuk hanya semata-mata menghukum pelaku jarimah, namun ada tujuan lain. 
Tujuan pemberlakuan sanksi takzir diantaranya adalah : 
 
1) Preventif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk mencegah orang lain 
agar tidak melakukan jarimah. 
2) Represif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk memberikan dampak 
positif bagi pelaku sehingga pelaku jera sehingga tidak mengulangi 
melakukan jarimah tersebut. 
3) Kuratif, yakni sanksi takzir bertujuan untuk membawa perbaikan 
sikap bagi pelaku agar pelaku menjadi pribadi yang lebih baik.  
4) Edukatif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk memberikan pengajaran 
dan pendidikan sehingga diharapkan dapat meperbaiki pola hidup 
pelaku. 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa ukuran sanksi jarimah 
takzir tidak diatur secara tegas dalam alquran maupun hadis, melainkan 
kewenangan dari penguasa, dalam hal ini pemerintah atau hakim. Dan seperti 
yang kita ketahui bahwa macam-macam sanksi jarimah takzir sangat 




































1) Sanksi yang berkaitan dengan badan dalam kategori sanksi ini, ada 
dua jenis sanksi yaitu sanksi mati dan sanksi cambuk. 
a. Hukuman Mati menurut para fuqaha, hukuman mati dapat 
diterapkan pada pelaku jarimah takzir sebagai hukuman 
tertinggi, meskipun dalam pelaksanaanya ada persyaratan 
yang ketat, yaitu : Apabila pelaku adalah residivis yang 
hukuman-hukuman sebelumnya tidak berdampak dan 
membuat jera. Harus betul-betul dipertimbangkan dampak 
kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan 
yang menyebar di muka bumi. 
Dari dua syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman mati 
sebaga sanksi takzir diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya, yang 
berkaitan dengan jiwa, keamanan, ketertiban masyarakat atau apabila sanski 
sebelumnya tidak memberi pengaruh bagi pelaku tersebut. 
b. Hukuman Cambuk adalah merupakan hukuman had, 
namun bisa dilaksanakan dalam hukuman takzir karena 
cambuk dikatakan efektif karena : 
a) Dapat memberikan efek jera dan memiliki daya 
represif karena dapat dirasakan langsung secara 
fisik. 
b) Hukuman cambuk dalam takzir tidak bersifak 
                                                             
16 M. Nurul irfan, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta : Amzah,2016), 95. 

































kaku, melainkan fleksibel karena masing-masing 
jarimah berbeda jumlah cambukannya. 
c) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan 
tidak membutuhkan anggaran yang besar, 
d) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak 
sampai menelantarkan keluarga terhukum. Jadi 
sesudah di cambuk pelaku dapat bekerja kembali 
dan menghidupi keluarganya. 
Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam jarimah takzir 
para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, namun menurut ulama 
Malikiyah, sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. 
Tujuan hukuman ini adalah memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku 
bukan menimbulkan cacat fisik. 
 
2) Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang  
a. Hukuman Penjara dalam bahasa Arab, ada dua istilah 
untuk hukuman penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu yang 
berarti pencegahan atau penahanan. Hukuman penjara bisa 
menjadi hukuman pokok atau hukuman tambahan. 
Hukuman penjara dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman 
penjara yang terbatas dan tidak terbatas. Hukuman penjara 
terbatas diterapkan untuk pelaku jarimah penghinaan, 
penjualan khamr, kesaksian palsu, dan lain-lain. 

































Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas, menurut 
Imam Abu Hanifah diterapkan kepada pelaku jarimah 
homoseksual, mempraktikkan sihir, serta mencuri untuk 
ketiga kalinya. Penjara tidak terbatas ini tidak dibatasi 
waktunya, melainkan sampai pelaku tobat atau meninggal 
dunia. 
b. Hukuman pengasingan, hukuman pengasingan merupakan 
hukuman had yang diterapkan kepada pelaku perampokan, 
namun hukuman ini dapat diterapkan sebagai hukuman 
takzir. Hukuman pengasingan ini diterapkan kepada 
pelaku jarimah yang dikhawatirkan akan membawa 
pengaruh buruk kepada masyarakat. Contohnya Nabi 
pernah mengasingkan orang yang berperilaku waria ke 
luar dari madinah, demikian pula Khafifah Umar bin 
Khatab pernah mengasingkan pelaku pemalsuan stempel 
baitul mal setelah dikenakan hukuman cambuk. Masa 
pengasingan ditentukan oleh hakim, namun menurut 
Imam Abu Hanifah lama pengasingan takzir ini bisa lebih 
dari satu tahun. 
c. Sanksi yang berkaitan dengan hartaFuqaha berbeda 
pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan 
cara mengambil harta. Imam Abu Hanifah dan 
Muhammad bin Hasan tidak membolehkan, akan tetapi 

































Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hambal, 
dan Imam Abu Yusuf membolehkan.  
Hukuman takzir dalam bentuk ini juga disebut dengan 
hukuman denda, yaitu hukuman takzir berupa pemilikan 
harta pelaku. Hukuman denda dapat merupakan hukuman 
pokok yang berdiri sendiri, contohnya denda kepada orang 
yang mencuri buah-buahan dari pohonnya atau mencuri 
kambing sebelum sampai penggembalanya. Namun bisa 
saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok 
lainnya. syariat islam tidak menetapkan batas terendah dan 
tertinggi dari sanksi denda.
17
 
                                                             
17 Ahmad wardi muslich, hukum pidana Islam, (Jakarta : sinar grafika, 2005), 266. 

































DESKRIPSI PERKARA TENTANG PENCABULAN DENGAN KEKERASAN 
DAN TIPU MUSLIHAT PERKARA NOMOR 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK 
 
A. Kasus Posisi 
Samsul Huda S.Pd.I (44 tahun) seorang guru Madrasah 
Ibtida’iyyah Tajul Huda desa Sembung kecamatan Wringinanom 
kabupaten Gresik melakukan pencabulan kepada anak didiknya, anak 
Mega Putri Aulia (11 Tahun).  
Kejadian tersebut bermula pada hari minggu tanggal 13 agustus 
2013 hingga pada hari senin tanggal 14 juni 2014, bertempat dirumah 
terdakwa desa Sembung kecamatan Wringinanom kabupaten Gresik, dan 
didalam ruang kelas Madrasah Ibtida’iyyah Tajul Huda desa Sembung 
kecamatan Wringinanom kabupaten Gresik, dilarang melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan  
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh 
orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, 
beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri hingga merupakan beberapa perbuatan.  
Pada waktu dan tempat tersebut, berawal ketika Samsul Huda 
yang saat itu menjabat sebagai kepala Sekolah Madrasah Ibtida’iyyah 
Tajul Huda menyuruh anak mega petri aulia dan saksi Devi Anggraeni 

































Putri yang merupakan murid dari Samsul Huda datang kerumah Samsul 
Huda dengan alasan untuk berbelanja, tidak lama kemudian anak Mega 
Putri Aulia bersama saksi Devi Anggraeni Putri dan saat itu Samsul Huda 
menyuruh saksi Devi Anggraeni Putri untuk belanja sayuran dan bumbu 
masakan diwarung, sehingga anak Mega Putri Aulia  disuruh untuk tetap 
tinggal dirumah Samsul Huda.  
Kemudian setelah saksi Devi Anggraeni Putri pergi, Samsul Hutda 
langsung menutup pintu rumah lalu Samsul Huda menarik tangan anak 
Mega Putri Aulia keruang tamu rumah Samsul Huda, pada saat itu anak 
Mega Putri Aulia melakukan pemberontakan namun karena anak Mega 
Putri Aulia merasa ketakutan, Samsul Huda langsung menggendong anak 
Mega Putri Aulia dan menidurkannya dilantai karpet, setelah itu Samsul 
Huda  langsung menyingkap rok yang dipakai oleh anak Mega Putri 
Aulia, tidak lama kemudian Samsul Huda melepas celana dalamnya dan 
menindih anak Mega Putri Aulia, kemudian penis Samsul Huda yang 
sudah dalam keadaan menegang dimasukkan kedalam vagina anak Mega 
Putri Aulia, kemudian  Samsul Huda memaju mundurkan pinggulnya 
hingga beberapa kali sehingga penis Samsul Huda keluar masuk dari 
vagina anak Mega Putri Aulia berusaha memberontak namun karena takut 
anak Mega Putri Aulia tidak berdaya dan sekitar 10 kali penis Samsul 
huda  keeluar masuk di vagina anak korban, kemudian Samsul Huda 
mengeluarkan spermanya dilantai. 

































Menurut pemaparan dari jaksa penuntut umum sautdara Samsul 
Huda melakukan pencabulan kepada anak Mega Putri Aulia sebayak 20 
kali seirta beberapakali juga dilakukan pada anak didik lainnya.
1
 
Akibat dari perbuatan Samsul Huda S.Pdi terhadap anak Mega 
Putri Aulia mengalami rasa takut dan trauma, sebagaimana telah 
diuraikan dalam Visum et Repertum No. 353/1305/437.76/2016 atas nama 
Mega Putri Aulia tanggal 3 November 2016 yang dibuat dan ditanda 
tangani berdasarkan sumpah jabatan yang oleh dr. Achmadi, SP.OG pada 
rumah sakit umu Ibnu Sina kabupaten Gresik, dengan hasil pemeriksaan: 
alat kelamin dalam: tampak cairan keputihan, bibir besar dan bibir kecil 
dalam batas normal, selaput darah tampak robekan lamaarah jam dua, 
enam dan sembilan.  
B. Dakwaan  
Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan surat dakwaan untuk Samsul 
Huda S.Pdi dengan dakwaan alternatif  yang mana majelis hakim dapat 
memilih salah satu dakwaan yang sudah diputusan oleh jaksa penuntut 
umum yang lebih mendekati pada perbuatan terdakwa.  
1) Pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak  Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP):  
                                                             
1Angga Saputra (Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara), Wawancara, Gresik, 09 Januari 
2018 

































Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau 
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) 
Juncto 
Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana 
pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana 
 
2) Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak  Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP):  
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain. 
Juncto 
Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana 
pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana 
 
3) Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak  Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP):  
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 
Joncto 

































Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana 





C. Tuntutan  
Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan surat tuntutan untuk Samsul 
Huda S.Pdi denganpasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak  Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP):  
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 
dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
 
Joncto 
Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan 
beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 





Saksi-saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum di muka 
persidangan dan telah didengarkan keterangannya dipersidangan dibawah 
sumpah/janji, terdapat beberapa saksi yang memberatkan serta beberapa 
saksi yang meringankan diantaranya 1 orang saksi korban, 4 orang saksi 
yang yang menjadi anak didik dari saudara samsul huda yang menerima 
perlakuan pencabulan yang yang dilakukanoleh saudara samsul huda 
                                                             
2P-29, NO.REG.PERK:PDM-05/Gresik/Euh.2/01/2017, Kejaksaan Negeri Gresik 
3P-42, NO.REG.PERK:PDM-05/Gresik/Euh.2/01/2017, Kejaksaan Negeri Gresik 

































dengan berbagai macam metode seperti adanya unsur meraba, 
memasukkan alat kelamin saudara samsul huda ke dalam mulut anak 
didiknya, memegang payudara, serta janji-janji yang saudara samsul huda 
ucapkan kepada korban-korbannya.  
E. Alat Bukti  
1) Barang Bukti  
- 1 (satu) buah celana training warna hitam  
- 1 (satu) buah kaus warna merah muda  
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih  
- 1 (satu) buah rok panjang motif bunga-bunga  
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange  
 
2) Alat Bukti  
- Visum Et Refertum No. 353/1305/473.76/2016 atas nama Mega 
Putri Aulia tanggal 3 November yang dibuat dan ditanda tangani 
berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Achmadi SP.OG pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik dengan 
hasil pemeriksaan 
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran  No. 400/P/2003 atas nama 
Mega Putri Aulia yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan 
Kabupaten Gresik tertanggal 15 Januari 2003  
 


































F. Pertimbangan Hakim  
Sebelum menjatuhkan pidana atas diri saudara samsul huda  akan 
lebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan Terdakwa mengganggu tatnan sosial dalam masyarakat 
- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyrakat tentang 
peranan guru sebagai pengajar dan pendidik yang dikenal sebagai 
pahlawan tanpa tanda jasa  
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban 
 
Hal-hal yang meringankan: 
Mengingat memperhatikan pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak  Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 
8 tahun 1981 tentang KUHAP Pidana, Uandang-undang Nomor 2 tahun 
1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan 
dengan perkara ini. 
Sebagaimana yang telah diketahui ketentuan dalam pasal 183 
KUHAP Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menetukan bahwa hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

































sekurang-kurangnya 2 dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut 
menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi b. 
Keterangan ahli c.Surat d. Petunjuk e. Keterang Terdakwa. 
Hakim menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang 
dikemukakan diatas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah 
tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana 
terhadapnya Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman 
kepada: 
Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya  
“dua alat bukti yang sah”  
Dan atas keterbuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (Beyond a reasonable 
doubt) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang benar melakukannya.  
Menimbang, bahwa atas pembelaan nasihat hukum terdakwa 
tersebut, menurut Majelis Hakim dalah hal yang tidak tepat karena 
didalam persidangan tidak hanya saksi Mega Putri Aulia yang 
menerangkan telah disetubuhi oleh Terdakwa, juga ada keterangan saksi-
saksi lainnya yaitu seperti saksi Devi, saksi Sulina, saksi Winda, dan saksi 
Anisa yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut juga mengalami 
perlakuan yang sama seperti saksi Mega Putri Aulia dimana Terdakwa 

































juga pernah memanggil saksi-saksi tersebut kekelas yang kosong atau 
kerumah Terdawa lalu meraba-raba tubuh saksi korban bahkan ada yang 
disuruh mengulum alat kelamin (penis) dan saksi-saksi tersebut 
mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi Mega dari cerita saksi Mega 
sendiri ketika saksi-saksi tersebut masih bersekolah di MI Tajul Huda.  
Pertimbangan hakim, bahwa terhadap keterangan saksi Mega Putri 
Aulia dipersidangan yang menerangkan saksi Mega telah dipanggil oleh 
Terdakwa kerumah Terdakwa lalu disetubuhi diperkuat oleh hasil Visum 
Et Refertum No. 353/1305/437.76/2016 atas nama Mega Putri Aulia yang 
menerangkan pada korbang ditemukan selaput darah tampak robekan 
lama arah jam dua, enam dan sembilang dan kerusakan tersebut 
disebabkan oleh persentuhan dengan bendan tumpul dan terhadap 
keterangan saksi korban Mega PutriAulia tentang perbuatan Terdakwa 
yang telah menyetubuhi saksi Mega Putri Aulia oleh Terdakwa tidak 
pernah dibantah, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut 
merupakan petunjuk yang memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim. 
Oleh karena itu hakim menimbang dalam perkara ini perbuatan 
yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa perbuatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 
korban Mega Putri Aulia dan dikaitakan dengan keterangan saksi-saksi 
serta didukung dengan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama 
lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang 
saksi Mega tidak ingat lagi pada tahun 2013 dirumah Terdakwa di dekat 

































sekolah MI Tajul Huda dan diruang kelas MI Tajul Huda yang terletak di 
desa Sembung kecamatan Wringinanom kabupaten Gresik, terdakwa telah 
memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin 
(vagina) saksi Mega Putri Aulia dan Terdakwa telah melakukan perbuatan 
tersebut kepada saksi Mega Putri Aulia sebanyak 20 kali, dimana awalnya 
pada tahun 2013, ketika saksi Mega masih duduk di kelas 5 MI Tajul 
Huda. Terdakwa pernah memanggil saksi Mega bersama dengan saksi 
Devi datang kerumah Terdakwa dengan alasan disuruh berbelanja, 
kemudian saksi Devi pergi untuk belanja sedangkan saksi Mega 
menunggu dirumah  Terdakwa yang pada saat itu tidak ada orang lain 
selain Terdakwa, setelah saksi Devi pergi Terdakwa menutup pintu lalu 
menarik tangan saksi Mega dan memeluk saksi Mega dari belakang, 
kemudian Terdakwa menidurkan saksi Mega diatas karpet lalu membuka 
cela dalam saksi Mega dan celana dalam Terdakwa dan setelah itu 
Terdakwa menindih saksi Mega dan memasukkan alat kelamin (penis) 
Terdakwa  kedalam alat kelamin (vagina) saksi Mega hingga Terdakwa 
mengeluarkan cairannnya diatas karpet setelah selesai Terdakwa 
menyuruh saksi Mega untuk mencuci piring lalu saksi Devi datang, dan 
saksi Mega pulang bersama dengan saksi Devi. Kemudian terjadi lagi 
ketika saksi Mega pulang sekolah Terdakwa memanggil saksi Mega untuk 
keruangan kelas VI bersama dengan saksi Riska namun karena Riska 
bertemu dengan Siti Zulaikha akhirnya saksi Mega datang sendiri, setelah 
sampai kelas saksi Mega disuruh duduk oleh Terdakwa sedang Terdakwa 

































berdi didepan saksi Mega kemudian Terdakwa memegang kepala saksi 
Mega dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam mulut 
saksi Mega dengan digerakkan maju mundur kurang lebih sekitar 5 menit 
kemudian Terdakwa menggendong saksi Mega dan menidurkan saksi 
Mega diatas meja lalu menyingkap rok saksi Mega dan melepaskan celana 
jdalam saksi Mega dan kembali menyetubihi saksi Mega setelah selasai 
Terdakwa mnyuruh saksi Mega untuk membeli nasi pecel. 
Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut 
dilakukan berulang kali sampai 20 kali ketika saksi Mega masih duduk 
dikelas 5 sampai saksi Mega kelas 6 baik dirumah Terdakwa mapun 
disekolah ketika jam istirahat mapun ketika pulang sekolah. 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat dengan 
demikian unsur ketiga dalam dakwaan pertama inpun telah terpenuhi 
dalam perbuatan Terdakwa. 
Oleh karenanya unsur-unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut 
Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka harus 
pula dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan 
prbuatan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan 
pertama yang yang melanggar pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak  Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP).  

































Dengan pertimbangan majelis hakim karena dinyatakan bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 
maka Terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana. 
G. Amar 
Menyatakan Terdakwa Samsul Huda S.Pdi telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.  
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda 100.000.000, 
(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka 
akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 
Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan. 
Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) buah rok panjang motif bunga-bunga  
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange 
 Dikembalikan kepada saksi korban Mega Putri Aulia  
- 1 (satu) buah celana training warna hitam  
- 1(satu) buah kaos warna merah muda  
- 1(satu) buah celana dalam warna putih  
Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar 5000 
(lima ribu rupiah). 

































ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK 
NOMOR 23/PID.SUS/2017/PN.GSK TENTANG TINDAK PIDANA 
PENCABULAN DENGAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT 
 
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk Tentang Tindak Pidana Pencabulan 
Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat 
Dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk Tentang Pencabulan 
dengan kekerasan dan tipu muslihat yang dilakukan terdakwa saudara 
Samsul Huda S.Pdi. Terdakwa melakukan pencabulan dengan kekerasan dan 
tipu muslihat terhadap anak didiknya yang bernama Anak Mega Putri Aulia 
dengan cara meraba, mencium, memasukkan alat kelamin, memaksa, dan 
disertai bujukkan-bujukkan agar korban anak Mega Putri Aulia mau 
menerima perlakuannya.  
Terdapat 8 (delapan) orang saksi dalam perkara pencabulan dengan 
kekerasan dan tipu muslihat yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan 
didepan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh 
hakim.  
Bahwa dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus berisikan 
tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi empat hal, yaitu kepala 

































putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar 
putusan.1 
Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk 
tentang pencabulan yang dilakukan oleh seorang pendidik saudara  Samsul 
Huda S.Pdi terhadap anak didiknya yakni anak Mega Putri Aulia, terdapat 
beberapa petimbangan hakim, yaitu: 
1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada pasal pasal 81 ayat 3 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  Jo pasal 65 ayat 1 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)yang berbunyi “ Dalam hal 
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang 
tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka 
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)”. 
Unsur pertama yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah 
menunjuk orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang 
dapatdipertanggung jawabkan  (persona imperabie) terhadap suatu 
peristiwa hukum  atau subyek orang perseorangan yang secara sah dan 
meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, orang yang 
bernama Samsul Huda S.Pdi. telah diajukan sebagai terdakwa, sesuai 
dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari 
                                                             
1 Chandra Et. Al, Modul Mata Kuliah Eksaminasi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Atmaja, 2004), 12. 

































keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dipersidangan  serta keterangan 
terdakwa sendiri, bahwa orang yang bernama Samsul Huda telah 
dicocokkan identitas aslinya di persidangan, dengan demikian unsur 
pertama ini terpenuhi. 
Selanjutnya unsur unsur dilarang melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain yang dilakuan oleh orang tua, wali, pengasuh, 
pendidik, dan tenaga kependidikan, bahwa unsur tersebut bersifat 
alternatif sehingga terpenuhinya unsur alternatif tersebut dalam 
perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi. 
Yang dimaksud “bersetubuh” tersebut adalahberadunya antara 
anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk 
mendapatkan anak. Anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam 
anggota kemaluan perempuan. 
Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga 
terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang yang 
dikerasi, sedangkan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang 
diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang dapat merugikan dirinya. 
Ancaman kekerasan dapat berupa ancaman terhadap fisik, maupun berupa 
intimidasi (kekerasan phisikis) yang membuat orang tidak berdaya secara 
psikologis  

































Kekerasan atau ancamana kekerasan adalah senafas dengan unsur 
memaksa artinya dimana ada perbuatan kekerasan dan ancaman 
kekerasan disitu pula ada perbuatan memaksa. 
Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, 
terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan oleh 
pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan 
perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar 
yang dapat menghapuskan pemidanaan, maka atas tindak pidana yang 
dilakukannya terdakwa haruslah dihukum dengan kesalahannnya. 
2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa 
Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal yang 
memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil 
keputusan, yaitu: 
a. Hal-hal yang memberatkan 
- Korban adalah anak didik terdakwa yang pada saat itu  terdakwa 
menjabat sebagai Kepala Sekolah serta  Ketua Yayasan di tempat 
korban menuntut ilmu 
- Perbuatan Terdakwa mengganggu tatanan sosial dalam 
masyarakat 
- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyrakat tentang 
peranan guru sebagai pengajar dan pendidik yang dikenal sebagai 
pahlawan tanpa tanda jasa  
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban. 

































b. Hal-hal yang meringankan: -- 
3. Barang bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diperlihatkan barang 
bukti berupa 1 (satu) buah rok panjang motif bunga-bunga, 1 (satu) buah 
celana dalam warna orange 
4. Dalam putusan perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan menghukum 
terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda 
100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak 
dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) 
bulan Dalam perkara ini,  
5. Hakim memutus terdakwa dengan dakwaan pertama alternative dari 
Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 81 ayat 3 Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  Jo pasal 65 ayat 1 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
Dari beberapa uraian tersebut, penulis mempunyai pendapat setelah 
meninjau lebih dalam perkara ini dalam menjadikan dasar pertimbangan, 
majelis hakim tidak berpedoman pada asas legalitas dengan yang bertujuan 
untuk di perolehnya suatu keadilan agar tidak merumuskan suatu perkara 
yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkannya seperti 
rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege 
certa/lex certa) dan ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan 
larangan analogi (nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta) dengan 
tidak menjadikan pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 

































Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang bunyi pasalnya sebagai dasar memutuskan 
perkara, padahal sudah dijelaskan pada pasal 63 ayat (2) KUHP yang 
berbunyi “apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan 
pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka 
hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. Dalam hal ini, hakim 
berpendapat bahwa unsur pidana yang dilanggar oleh terdakwa menjurus 
pada pasal 81 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang bunyi pasalnya. Menurut penulis bahwa 
sebenarnya ada unsur yang dilewatkan oleh hakim yaitu unsur “pencabulan” 
“tipu muslihat”. Unsur ini telah dijelaskan dalam kronologi kejadian saat 
persidangan bahwa saksi korban adalah murid dari terdakwa, serta terdapat 
keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa saksi korban adalah murid 
dari terdakwa telah di setubuhi, diraba, telah memasukkan alat kelamin 
terdakwa kedalam mulut korban disertai dengan bujukan-bujukan yang 
menguntungkan terdakwa guna memnuhi hasrat birahinya.  
Unsur yang terlewatkan inilah yang membuat penulis berkenyakinan 
bahwa seharusnya majelis hakim memutus berdasarkan pedoman pasal 82 
ayat 2Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak bukan pada pasal 81 ayat 3 Undang-undang Perlindungan 
Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

































Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bunyi pasalnya 
seperti pada dakwaan kesatu alternatif Jaksa Penuntut Umum, karena dalam 
pasal tersebut hal-hal yang patut dititik beratkan adalah seperti 
“persetubuhan” “kekerasan” serta “seorang pendidik”. 
 
B. Analisis Hukuu Pidana Islam TerhadapTindak Pidana Pencabulan Dengan 
Kekerasan Dan Tipu MuslihatDalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik 
Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk 
Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana, 
perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan supaya diinyatakan 
sebagai peristiwa delik pidana. Menurut Abdul Qadir Audah memberikan 




1. Al-rukn al-syari’ (unsur formil) 
2. Al-rukn al-madi (unsur materil)y 
3. Al-rukn al-adabi (unsur moril) 
Dalam perkara ini, seseorang terdakwa yang bernama Samsul Huda 
terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 81 ayat 3 Undang-
undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu 
                                                             
2 Abdul qadir audah, al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami cet. Ke 11 jilid ke 2 (Beirut: Mu’assasah a-
risalah, 1992), 793. 

































terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak didiknya dengan 
kekerasan. Perbuatan terdakwa tersebut betentangan dengan ketentuan 
hukum yang berlaku dan berdasarkan pasal 81 ayat 3 Undang-undang 
Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun. Bahwa berdasarkan fakta yang 
terungkap dalam persidangan, terdakwa mengakui telah mencabuli anak 
didiknya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena 
unsur-unsur hukum pidana islamnya sudah memenuhi. 
Oleh karena unsur hukum pidana Islamnya telah memenuhi, terdakwa 
dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam 
menurut Wahbah Az-Zuhaili, pencabulan masuk pada tindak pidana atas 
kehormatan, 
Menurut penulis sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, 
hukuman bagi ĵarimahpencabulan ini adalah hukuman tâ’zir namun juga bisa 
dihukum dengan hukuman hududyang bergantung pada masuk tidaknya alat 
kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dalam perkara ini tidak 
hanya adanya persetubuhan namun juga adanya unsur meraba, memasukkan 
alat kelamin pada mulut, membujuk serta memaksa korban yang 
menyebabkan adanya kekerasan dapat disimpulkan bahwa hukuman yang 
diberikan adalah hukan ta’zir. Berdasarkan data-data yang terkumpul, 

































ukuran sanksi tâ’zir ini bergantung pada ijtihad ulil amri atau hakim yang 
diberi kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan Undang-undang  
Mengenai hukuman ĵarimah tâ’zir yang diterapkan pada pelaku, 
menurut A. Hanafi dalam kasus ĵarimah tâ’zir yang berkaitan dengan hak 
adami. Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni atau 
memaafkan qişāş, baik dengan ganti diyât atau tidak memakai ganti sama 
sekali dan  bagi hakim  masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman 
tâ’zir bukan hukuman hudud. 
Maka hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai 
dengan hukum pidana Islam, yakni tâ’zir yang dalam hal ini adalah yang 
berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman pidana penjara selama 14 
(empat belas) tahun dan denda 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 
kurungan selama 6 (enam) bulan. 
 




































Dari beberapa uraian dan analisis penulis diatas, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk Tentang Pencabulan dengan kekerasan dan tipu 
muslihat ini telah diputus oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan 
alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu yang melanggar pasal 81 
ayat 3 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun, akan tetapi berdasarkan pasal diatas penulis menitik beratkan 
bahwa pada perkara ini penggunaan pasal sesudahnya lebih tepat 
digunakan yaittu pasal 82 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Anak 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
2. Berdasarkan analisis dalam hukum Islam, sanksi yang diberikan kepada 
terdakwa ĵarimah pencabulan denngan kekerasan dan tipu muslihat adalah 
tâ’zir. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa tâ’zir 
yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 

































empat belas tahun. Jadi majelis hakim merampas kemerdekaan dan 
kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas 
ĵarimah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan menurut 
Wahbah Az-Zuhaili dalam perkara ini Persetubuhan yang mengharuskan 
dihukumi hadd adalah apabila khasyfa laki-laki di penitrasikan kedalam 
lubang kemaluan perempuan. Sehingga jika penitrasi tersebut tidak 
sampai pada batas ini, seperti apabila hanya bermain-main diantara kedua 
paha, atau bercumbu rayu saja tidak ada hukuman hadd didalamnya 
melainkan hanya ta’zir yang berlaku. 
 
B. Saran  
1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, 
alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara 
diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang 
diberikan kepada terdaka benar-benar berdampak baik secara perventif, 
represif, maupun kreatif serta memperhatikan pula adanya asas 
legalitasdan asas lex spesialis derogate lex generalis. 
2. Untuk para guru, anak dan masyarakat, diharapkan agar meningkatkan 
rasa kasih sayang didalam ranah masyarakat apapun, saling menjaga dan 
saling melindungi. Terutama kepada anak-anak yang harus kita lindungi 
kehipunnya demi menjadi bangsa yang lebih baik kedepannya. 
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